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ABSTRAK 
Artikel ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.  Persepsi yang positif dapat 
mendorong tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, memastikan penerimaan negara yang memadai, serta 
memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya persepsi negatif dapat mengakibatkan 
rendahnya kepatuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masayarakat terhadap kewajiban 
perpajakan, seperti faktor sosial, ekonomi, hukum  dan Nilai-nilai budaya, pendidikan, distribusi kekayaan, serta 
kebijakan dan transparansi hukum pajak yang dapat membentuk perilaku dan pandangan masyarakat terhadap 
pajak. Penulisan artikel ini menggunakan metode SLR ( Sistematic Literatur review),  dengan mengumpulkan 
literatur yang relevan  tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak, untuk dikaji dan ditelaah serta 
diambil suatu kesimpulan.  Dari hasil penelusuean literatur in dapat diketahui bahwa secara keseluruhan persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam 
hal kesadaran dan sentimen positif. Namun demikian tantangan utama masih terletak pada rendahnya tingkat 
kepatuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, pelayanan yang kurang 
optimal, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan 
edukasi perpajakan, memperbaiki pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat sangatlah penting untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia di masa yang akan datang. 
Kata Kunci : Persepsi; Kewajiban; Perpajakan 

 
1. PENDAHULUAN 

 Kewajiban perpajakan merupakan salah satu aspek terpenting pada kehidupan 
masyarakat modern di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan 
pembayaran kontributif terhadap negara dengan format pembayaran pajak. Perpajakan bukan 
hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen sosial dan keadilan dalam 
sebuah masyarakat. Namun, di balik kerangka hukum yang mengatur kewajiban perpajakan, 
terdapat aspek yang tidak kalah penting yaitu persepsi masyarakat terhadap kewajiban 
perpajakan ini. 
 Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran krusial dalam 
menentukan sejauh mana sistem perpajakan dapat berfungsi secara efektif dan adil. Persepsi 
yang positif dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, memastikan penerimaan 
negara yang memadai, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. 
Sebaliknya persepsi negatif dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak, penghindaran 
pajak, dan bahkan evasi pajak yang merugikan perekonomian negara. 
 Penting untuk memahami faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap 
kewajiban perpajakan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap pajak. Nilai-nilai 
budaya, pendidikan, distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi hukum pajak menjadi 
beberapa di antaranya. Dalam konteks yang lebih luas persepsi masyarakat terhadap kewajiban 
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perpajakan juga tercermin dalam citra dan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan 
publik. 
 
1.1 Pengenalan tentang kewajiban perpajakan 
 Perpajakan merupakan suatu sistem yang memungkinkan negara untuk mengumpulkan 
dana dari warganya dalam rangka melakukan pembiayaan beragam kebutuhan publik semisal 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kewajiban perpajakan adalah 
tanggung jawab setiap individu atau entitas hukum untuk melakukan pembayaran pajak selaras 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Pajak sendiri dapat 
berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), 
serta berbagam jenis pajak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku. 
 Adalah penting untuk dipahami bahwa kewajiban perpajakan bukan hanya merupakan 
aspek yang berkaitan dengan keuangan semata, tetapi juga mencerminkan kontribusi sosial dan 
partisipasi dalam pembangunan negara. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat 
mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyediakan berbagai layanan publik yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 
Kewajiban perpajakan mempunyai landasan hukum yang solid dalam konstitusi serta undang-
undang perpajakan suatu negara. Undang-undang perpajakan menetapkan kewajiban warga 
negara atau entitas hukum dalam melakukan pembayaran pajak selaras dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan ini 
ditegakkan melalui sistem administrasi perpajakan yang melibatkan berbagai lembaga seperti 
Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia (Simanjuntak and Sumarsono, 2018). 
 
1.2 Pentingnya persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan 
 Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran penting dalam 
menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Persepsi yang positif terhadap 
kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar 
pajak yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penerimaan pajak dan pembangunan 
negara. 
 Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor 
seperti transparansi, keadilan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung 
lebih patuh dalam membayar pajak ketika  merasa bahwa sistem perpajakan tersebut adil dan 
transparan, serta percaya bahwa dana pajak digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama 
(Hasanah and Kurniasih, 2020). 
 Pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dengan 
benar serta tepat waktu dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. 
Kesadaran akan kewajiban perpajakan juga dapat menjadi indikator partisipasi aktif masyarakat 
dalam pembangunan negara (Wibowo, 2019). 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan persepsi masyarakat 
terhadap kewajiban perpajakan memiliki implikasi yang besar dalam keberhasilan sistem 
perpajakan suatu negara. Oleh karena itu perlu terdapat usaha agar menaikkan tingkatan 
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pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan serta 
membangun kepercayaan dan kepatuhan yang kuat terhadap sistem perpajakan yang berlaku. 
 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban 

Perpajakan 
 Perpajakan merupakan salah satu pilar terutama pada sistem perekonomian suatu 
negara yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan pembiayaan beragam program serta 
pelayanan publik semisal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perthanan dan keamanan. 
Namun demikian keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan 
kebijakan yang ada, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat mempersepsikan dan merespons 
kewajiban perpajakan masing-masing. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan 
dapat memengaruhi tingkat kepatuhan, efisiensi administrasi, serta keadilan dalam distribusi 
beban pajak. 
 Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban 
perpajakan sangat kompleks dan multifaset, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. 
Salah satu faktor utama adalah konteks sosial, di mana nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, 
dan tingkat pendidikan masyarakat dapat membentuk pandangan masing-masing terhadap 
kewajiban perpajakan. Misalnya dalam masyarakat yang menghargai keadilan dan kesetaraan, 
tingkat kepatuhan pajak mungkin lebih tinggi. 
 Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Distribusi kekayaan yang adil, keadilan pajak, dan 
tingkat kesejahteraan ekonomi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap 
membayar pajak. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem perpajakan yang tidak adil 
mungkin cenderung untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan masing-masing. 
Tidak kalah pentingnya adalah faktor hukum dan kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, dan 
efektivitas penegakan hukum pajak merupakan faktor krusial dalam membentuk persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau 
lembaga perpajakan dapat menghasilkan ketidakpatuhan dan resistensi terhadap kewajiban 
perpajakan. 
 Melalui pemahaman yang semakin mendalam mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi masyarakat pada kewajiban perpajakan, diharapkan dapat dirumuskan 
strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan efisiensi 
administrasi, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan. Adalah 
penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 
kewajiban perpajakan serta dampaknya terhadap kebijakan dan praktik perpajakan yang ada. 
2.1 Faktor Sosial 
 Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh 
faktor ekonomi dan hukum semata, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial yang mencakup aspek-
aspek budaya, pendidikan, dan pengaruh media massa. Dalam konteks ini pemahaman 
mendalam tentang faktor sosial tersebut sangat penting untuk merancang kebijakan perpajakan 
yang efektif serta meningkatkan kepatuhan pajak. 
Kultur dan Nilai-nilai Budaya 
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 Kultur dan nilai-nilai budaya mempunyai  peranan yang sangat nyata  dalam 
pembentukan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Budaya yang menghargai 
integritas, solidaritas sosial, dan keadilan cenderung mendukung kesadaran pajak yang tinggi. 
Sebaliknya budaya yang lebih individualistik atau korup dapat menghambat kepatuhan pajak 
(James, 2020). 
 Dalam masyarakat dengan budaya yang menekankan tanggung jawab kolektif, seperti di 
negara-negara Skandinavia, tingkat kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi. Sebaliknya dalam 
budaya yang lebih individualistik seperti di Amerika Serikat persepsi terhadap kewajiban 
perpajakan dapat lebih bervariasi. 
Tingkat Pendidikan 
 Tingkat pendidikan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang mempunyai tingkatan pendidikan 
yang semakin tinggi berkecenderungan mempunyai pemahaman yang semakin baik mengenai 
pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan negara (Brown, 2018). 
Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak. 
Pendidikan yang baik juga dapat menaikkan tingkatan kesadaran mengenai hak serta kewajiban 
warga negara termasuk kewajiban perpajakan (Johnson, 2021).  
Pengaruh Media Massa 
 Pengaruh media massa baik media cetak ataupun media elektronik juga dapat 
mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Liputan media tentang 
kebijakan perpajakan, skandal pajak, atau kasus penggelapan pajak dapat mempengaruhi opini 
publik dan menciptakan stigma terhadap pembayaran pajak (Gupta and Hossain, 2019). 
Liputan media yang negatif terhadap praktik perpajakan dapat mengurangi kepatuhan pajak 
masyarakat. Sebaliknya kampanye informasi publik yang menarik dan efektif melalui media 
massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan. 
Faktor-faktor sosial seperti budaya, pendidikan, dan pengaruh media massa, mempunyai 
peranan yang sangat nyata dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap kewajiban 
perpajakan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini dapat menjadi 
landasan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan 
memperkuat sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan. 
 
2.2 Faktor Ekonomi  
 Faktor ekonomi memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat 
terhadap kewajiban perpajakan. Faktor ini mencakup distribusi kekayaan, keadilan pajak, dan 
kesejahteraan ekonomi yang semuanya saling terkait dan dapat mempengaruhi tingkat 
kepatuhan pajak serta pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan. 
Distribusi Kekayaan 
 Distribusi kekayaan yang tidak merata dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi 
persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan 
dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan karena kelompok masyarakat 
yang kurang mampu merasa bahwa beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelopmpok 
masyarakat tersebut daripada oleh golongan yang lebih kaya (Smith and Jones, 2020). Lebih 
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lanjut ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah dan sistem perpajakan (Brown, Smith and Jones, 2018). 
Keadilan Pajak 
 Keadilan dalam sistem perpajakan juga merupakan faktor penting dalam membentuk 
persepsi masyarakat. Persepsi akan keadilan pajak merupakan prediktor penting dari tingkat 
kepatuhan pajak. Jika masyarakat percaya bahwa sistem perpajakan adil, masyarakat cenderung 
lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan masing-masing (Johnson, 2019). 
Ketidakjelasan dalam kebijakan pajak atau perlakuan khusus bagi golongan tertentu dapat 
merusak persepsi tentang keadilan pajak (Lee, Brown and Garcia, 2021). 
Kesejahteraan Ekonomi 
 Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara juga berpengaruh pada persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 
ekonomi yang tinggi, kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi karena masyarakat merasakan 
manfaat yang diperoleh dari pengeluaran pemerintah yang didanai oleh pajak. Namun demikian 
kondisi ekonomi yang tidak stabil atau ketika masyarakat mengalami kesulitan finansial, 
kepatuhan pajak dapat menurun karena adanya kebutuhan mendesak yang lebih mendesak 
(Garcia, Wang and Johnson, 2019). 
 Secara keseluruhan faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Distribusi kekayaan yang adil, keadilan dalam 
sistem perpajakan, dan kesejahteraan ekonomi merupakan elemen-elemen kunci yang perlu 
dipertimbangkan dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan mendapatkan 
dukungan luas dari masyarakat. 
 
2.3 Faktor Hukum dan Kebijakan 
 Peran hukum dan kebijakan dalam konteks perpajakan tidak dapat diremehkan. Faktor-
faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban 
perpajakan. Adalah penting memahami  tiga aspek kunci dari faktor hukum dan kebijakan yang 
berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan: transparansi dan 
akuntabilitas, efektivitas penegakan hukum pajak, dan kebijakan pemerintah terkait pajak. 
Transparansi dan Akuntabilitas 
 Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan adalah fondasi penting untuk 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan. Ketika 
proses perpajakan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, masyarakat merasa lebih yakin 
bahwa pajak yang dibayarkan didayagunakan secara tepat dalam rangka kepentingan publik. 
Sebaliknya kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat memunculkan keraguan dan 
ketidakpercayaan. 
 Transparansi perpajakan mempunyai  korelasi positif secara sangat nyata  terhadap 
tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak ketika 
masyarakat merasa bahwa informasi tentang penggunaan dana pajak tersedia secara transparan 
dan dapat dipertanggungjawabkan (Johnson and Yang, 2019). 
Efektivitas Penegakan Hukum Pajak 
 Efektivitas penegakan hukum pajak adalah kunci untuk menjaga integritas sistem 
perpajakan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak menunjukkan bahwa 
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pemerintah serius dalam menegakkan aturan perpajakan yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan kepatuhan pajak. 
 Efektivitas penegakan hukum pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat 
kepatuhan pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh saat masyarakat menyadari bahwa 
pelanggar pajak pasti diberikan tindakan yang sangat keras selaras dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada (Martinez-Vazquez, McNab and Naufal, 2020). 
Kebijakan Pemerintah terkait Pajak 
 Kebijakan pemerintah terkait pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk 
persepsi masyarakat. Kebijakan yang adil, seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap sistem perpajakan. 
Kebijakan redistribusi pajak yang progresif memiliki dampak positif pada persepsi masyarakat 
terhadap keadilan pajak. Masyarakat cenderung lebih menerima kewajiban perpajakan saat 
masyarakat merasa bahwa beban kewajiban perpajakan didistribusikan secara berkeadilan dan 
selaras dengan kemampuan ekonomi masing-masing (Kim and Choi, 2021). 
 Dengan demikian faktor hukum serta kebijakan mempunyai peranan yang sangatlah 
esensial  dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena 
itu adalah penting untuk pemerintah agar memperhatikan aspek-aspek tersebut manakala 
menyusun rancangan serta mengimplementasikan  kebijakan perpajakan yang efektif dan 
berkelanjutan. 
 

3. Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan 
 Dalam sistem perekonomian suatu negara, perpajakan memiliki peran yang sangat 
penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  negara yang sangat vital dalam rangka 
mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan 
ekonomi. Namun demikian keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya tergantung pada 
regulasi dan kebijakan yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat 
terhadap kewajiban perpajakan. 
 Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mencakup sikap, penilaian, dan 
pandangan umum yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sistem perpajakan yang 
berlaku. Persepsi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek sosial, ekonomi, 
hingga faktor hukum dan kebijakan yang ada dalam suatu negara. 
 Faktor-faktor sosial seperti budaya serta nilai-nilai yang diikuti dan hidup di dalam 
masyarakat, serta tingkat pendidikan serta pengaruh media massa, turut berperan dalam 
membentuk persepsi terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu faktor ekonomi seperti 
distribusi kekayaan, adil atau tidaknya sistem perpajakan, dan kesejahteraan ekonomi juga 
mempengaruhi cara masyarakat memandang kewajiban perpajakan. 
 Di samping itu faktor hukum dan kebijakan termasuk transparansi, akuntabilitas, serta 
efektivitas penegakan hukum pajak menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Bagaimana peraturan perpajakan diterapkan dan 
dijalankan oleh pemerintah juga akan berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap 
pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. 
 Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, pemahaman dan persepsi 
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi semakin relevan. Hal ini karena kesadaran 
akan pentingnya perpajakan sebagai instrumen pembangunan serta tanggung jawab bersama 
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dalam memelihara stabilitas ekonomi dan sosial semakin meningkat. Oleh karena itu penelitian 
tentang dampak persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi sangat penting 
untuk mendukung perbaikan dan pengembangan mekanisme perpajakan yang semakin efektif 
serta semakin berkeadilan. Adalah sangat penting memahami dampak dari persepsi masyarakat 
terhadap kewajiban perpajakan serta implikasinya dalam konteks perekonomian dan keadilan 
sosial. 
3.1 Penerimaan Pajak 
 Penerimaan pajak merupakan salah satu indikator utama kesehatan keuangan suatu 
negara. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat memainkan peran sentral dalam menentukan 
seberapa besar negara mendapatkan pendapatan dari sektor pajaknya. Dengan tingkat 
kepatuhan yang tinggi, negara dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk 
mendukung pembiayaan beragam program serta pelayanan publik semisal infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Namun demikian untuk memahami 
penerimaan pajak lebih dalam, perlu dilihat dari dua sudut pandang utama: tingkat kepatuhan 
pajak dan besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan negara. 
Tingkat Kepatuhan Pajak 
 Tingkat kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana masyarakat mentaati peraturan 
perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk 
kesadaran hukum, efektivitas penegakan hukum, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan 
pajak. Kesadaran hukum yang tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor 
penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Torgler, 2019). Selain itu penegakan 
hukum yang efektif juga dapat mendorong kepatuhan pajak, penegakan hukum yang konsisten 
dan adil untuk memotivasi warga agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Alm and 
Martinez-Vazquez, 2019). 
Besarnya Sumber Pendapatan Negara 
 Penerimaan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. 
Besarnya sumbangan pajak dapat mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara, 
tingkat penghasilan individu dan perusahaan, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan. 
Besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan negara dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, termasuk struktur pajak, kebijakan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi.  Kebijakan fiskal 
yang bijaksana dan efisien dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan sehingga 
meningkatkan kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas (Afonso 
and Furceri, 2020). 
 Dengan demikian tingkat kepatuhan pajak dan besarnya sumbangan pajak terhadap 
pendapatan negara saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan 
keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Melalui pemahaman yang semakin dalam 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut, pemerintah mampu 
menyusun rancangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta berkesinambungan  untuk 
meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. 
 

3.2 Efisiensi Administrasi Pajak 
 Administrasi pajak yang efisien merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan 
keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Dalam konteks ini efisiensi tidak hanya mencakup 
pengelolaan biaya administrasi yang optimal tetapi juga kemudahan dalam penegakan hukum 
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pajak. Keduanya memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan pajak, penerimaan negara, dan 
keadilan dalam distribusi beban pajak. 
Biaya Administrasi 
 Biaya administrasi pajak mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam mengelola dan menegakkan sistem perpajakan. Termasuk di dalamnya adalah biaya 
untuk pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait pajak. Semakin 
tinggi biaya administrasi, semakin besar tekanan fiskal yang diterima oleh pemerintah, dan 
semakin rendah efisiensi pengelolaan pajak. 
 Adalah keniscayaan mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi dan sistem 
otomatisasi dalam mengurangi biaya administrasi pajak. Implementasi teknologi canggih, seperti 
sistem e-filing dan e-payment dapat secara signifikan mengurangi biaya administrasi serta 
meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak (Smith, Adams and Brown, 2020; Pardede and 
Aribowo, 2021). 
 Selain itu upaya untuk mengurangi birokrasi dan menyederhanakan prosedur 
perpajakan juga dapat membantu mengurangi biaya administrasi secara keseluruhan. Melalui 
perubahan kebijakan yang bersifat progresif dan fleksibel, pemerintah dapat meminimalkan 
biaya yang harus ditanggung oleh para wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakan (Jones, 2019). 
Kemudahan dalam Penegakan Hukum 
 Kemudahan dalam penegakan hukum pajak merujuk pada kemampuan pemerintah 
untuk menegakkan regulasi perpajakan dengan efisien dan efektif. Hal ini mencakup identifikasi, 
penindakan, dan penegakan aturan perpajakan terhadap pelanggar pajak. 
Pentingnya kerja sama antara lembaga perpajakan dengan instansi penegak hukum dalam 
meningkatkan kemudahan penegakan hukum pajak. Berdasarkan  pertukaran informasi yang 
semakin efektif serta koordinasi yang semakin baik antar lembaga, pemerintah dapat 
meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan menindak pelanggar pajak dengan lebih 
efisien (Brown, 2022). 
 Hukuman yang konsisten dan tegas terhadap pelanggar pajak diperlukan sebagai bagian 
dari strategi penegakan hukum yang efektif. Dengan menunjukkan bahwa pelanggaran pajak 
tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi yang sesuai, pemerintah dapat mendorong 
kepatuhan pajak yang lebih baik dari masyarakat (White, Johnson and Clark, 2021). 
 Secara keseluruhan efisiensi administrasi pajak bukan hanya masalah teknis, tetapi juga 
merupakan hasil dari kebijakan yang bijaksana serta penegakan hukum yang efektif. Dengan 
mengurangi biaya administrasi serta menaikkan tingkatan kemudahan dalam penegakan hukum 
pajak, pemerintah dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan dan menyajikan pelayanan 
yang semakin baik terhadap masyarakat. 
 

3.3 Keseimbangan dan Keadilan Sosial 
 Keseimbangan dan keadilan sosial merupakan fondasi utama dari suatu masyarakat yang 
beradab dan berkeadilan. Konsep ini merujuk pada upaya untuk menciptakan distribusi yang 
adil atas kekayaan, kesempatan, dan sumber daya di dalam suatu negara. Di tengah dinamika 
kompleksitas struktur sosial, kewajiban perpajakan menjadi instrumen penting dalam mencapai 
tujuan keseimbangan dan keadilan sosial tersebut. 
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Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran krusial dalam 
menentukan sejauh mana sistem perpajakan dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan 
sosial. Dalam konteks ini persepsi tentang keadilan dalam pengumpulan dan penggunaan pajak, 
serta bagaimana pajak tersebut berkontribusi pada penyediaan layanan publik dan pemerataan 
kekayaan, menjadi fokus penting. 
 
Persepsi tentang Keadilan Pajak 
 Keadilan pajak adalah konsep yang fundamental dalam sistem perpajakan yang 
berhubungan erat dengan persepsi masyarakat terhadap adil tidaknya distribusi beban pajak. 
Persepsi masyarakat tentang keadilan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 
struktur pajak, kebijakan redistribusi, dan transparansi dalam penggunaan dana pajak. Persepsi 
masyarakat terhadap keadilan pajak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kekayaan 
dan pendapatan yang adil serta sejauh mana pajak tersebut diterapkan secara proporsional dan 
merata (Smith, 2019).  
Selain itu faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan serta 
tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pajak juga berperan 
penting dalam membentuk persepsi tentang keadilan pajak (Jones, 2020). Transparansi dalam 
sistem perpajakan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan 
pajak dengan menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana dana pajak digunakan untuk 
kepentingan publik (Brown, 2021). 
 

Hubungan antara Pajak dan Pelayanan Publik 
 Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai 
layanan publik kepada masyarakat. Hubungan antara pajak dan pelayanan publik 
mencerminkan prinsip saling ketergantungan dalam sistem ekonomi dan sosial suatu negara. 
Terdapat hubungan positif antara tingkat kepatuhan pajak masyarakat dengan kualitas 
pelayanan publik yang disajikan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, 
semakin baik kualitas pelayanan publik yang mampu disediakan oleh pemerintah terhadap 
masyarakat (Johnson, 2023). 
 Selain itu pengelolaan dana pajak yang efisien dan transparan juga berdampak langsung 
pada ketersediaan dan kualitas pelayanan publik. Praktik yang baik dalam administrasi pajak, 
termasuk pengendalian pengeluaran dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, dapat 
meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya 
keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjaga keseimbangan antara pajak yang ditarik dan 
layanan publik yang diberikan kepada masyarakat (White, 2022). 
Dengan memahami hubungan yang kompleks antara pajak dan pelayanan publik, pemerintah 
mampu mengembangkan rancangan kebijakan perpajakan yang semakin efektif serta 
berkesinambungan yang pada gilirannya akan memperkuat keseimbangan dan keadilan sosial 
dalam masyarakat. 
 

4. Kecenderungan Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan 
 Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan 
kecenderungan yang kompleks dan beragam. Meskipun ada peningkatan dalam kesadaran dan 
sentimen positif terhadap pajak, tingkat kepatuhan masih relatif rendah. Berikut adalah 
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beberapa penjelasan mengenai kecenderungan persepsi masyarakat terhadap kewajiban 
perpajakan di Indonesia.  
Sentimen Positif tetapi Kepatuhan Rendah 
Masyarakat Indonesia memiliki representasi kognitif-sosial yang cenderung positif terhadap 
pajak. Namun demikian konten negatif lebih mudah teraktivasi yang dapat menjelaskan 
rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak meskipun sentimen positif meningkat(Susilawati 
and Hidayat, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya bias negativitas yang membuat individu 
lebih cepat merespons aspek negatif terkait pajak(Ramadhani, Stiadi and Muzdalifah, 2021). 
Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman 
 Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan, 
baik formal maupun non-formal, berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak(Saefulloh and Indarti, 2012). Namun, masih banyak wajib pajak yang kurang 
memahami manfaat dan fungsi pajak, yang berdampak pada rendahnya tingkat 
kepatuhan(Merliyana and Saefurahman, 2017). 
Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran 
 Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Salah satu langkah inovatif adalah 
penggunaan media sosial dan peluncuran game edukasi perpajakan untuk menarik minat 
generasi muda. Selain itu, DJP juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi 
perpajakan dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih santai dan interaktif. 
 

Persepsi Terhadap Pelayanan Pajak 
 Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembayaran pajak juga mempengaruhi 
kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang rumit dan kurang transparan dapat 
menurunkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan(Ardiyansah 
and Munawaroh, 2021). Oleh karena itu perbaikan dalam pelayanan publik dan transparansi 
dalam proses perpajakan sangat penting untuk meningkatkan persepsi positif 
masyarakat(Zainudin, Nugroho and Muamarah, 2022). 
 
Kepercayaan Terhadap Pemerintah 
 Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap 
persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin baik persepsi mereka terhadap 
keadilan pajak yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak(Subhan Juniar Adithama, 
Yuwanto and Astrika, 2015; Sawitri, 2020; Kuncoro, 2021). 
 
5. Tantangan dan Hambatan 
 Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan persepsi 
positif masyarakat terhadap kewajiban perpajakan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya Pendidikan dan Pemahaman Pajak: Banyak masyarakat Indonesia 

yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem perpajakan dan 
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manfaat yang dihasilkan dari pembayaran pajak. Kurangnya pendidikan pajak ini 

menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak(Jaya, 2019). 

2. Ketidakpercayaan terhadap Pengelolaan Pajak: Skandal korupsi dan 

ketidaktransparanan dalam penggunaan dana pajak telah merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem pajak. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat 

enggan untuk membayar pajak karena merasa dana yang mereka bayarkan tidak 

dikelola dengan baik(Irawan, 2020; Siregar, 2023; Hafidzullah, Hendrawarman and 

Awangga, 2024). 

3. Pelayanan Pajak yang Kurang Optimal: Pelayanan yang rumit dan kurang 
transparan dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem perpajakan. Kesulitan dalam administrasi perpajakan membuat wajib pajak 
enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya(Liyana, 2019; Ambarwati, 
Wijaya and Khairany, 2022). 

4. Sanksi dan Penegakan Hukum yang Lemah: Sanksi yang tidak tegas dan 
penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran perpajakan membuat banyak 
wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi serius jika mereka tidak mematuhi 
kewajiban perpajakan(Putra et al., 2022; Indriyanti, Ernitawati and Wulandari, 
2023). 

5. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi : Sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan 
yang belum merata dan kurang efektif membuat banyak masyarakat tidak 
mendapatkan informasi terbaru tentang peraturan dan kewajiban 
perpajakan(Oktiyani, Sugiarti and Vanda, 2018; Meliandari and Utomo, 2022). 

 
6. Solusi untuk Mengatasi Tantangan 

   Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam memperbaiki 
persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pendidikan dan Sosialisasi Pajak  
Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan pajak di sekolah-sekolah dan 

masyarakat. Program edukasi perpajakan yang komprehensif dapat membantu 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Penggunaan media sosial 

dan teknologi digital, seperti game edukasi pajak, dapat menjadi alat yang efektif 

untuk menarik minat generasi muda(Jaya, 2019). 

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas :Pemerintah harus meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Penyediaan laporan 

tahunan yang rinci mengenai penggunaan dana pajak dan komunikasi yang lebih 

baik antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan 

yang lebih besar dalam sistem pajak(Irawan, 2020; Siregar, 2023; Hafidzullah, 

Hendrawarman and Awangga, 2024). 

3. Memperbaiki Pelayanan Pajak : Modernisasi sistem perpajakan dan perbaikan 

kualitas layanan aparat pajak sangat penting untuk memudahkan wajib pajak dalam 
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memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan 

akan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak(Liyana, 2019; Ambarwati, 

Wijaya and Khairany, 2022). 

4. Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap 

pelanggaran perpajakan dan pemberian sanksi yang sesuai dapat memberikan efek 

jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu memastikan 

bahwa setiap pelanggaran perpajakan ditindak dengan adil dan transparan(Putra et 

al., 2022; Indriyanti, Ernitawati and Wulandari, 2023). 

5. Sosialisasi yang Merata dan Efektif: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang 

lebih merata dan efektif melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. 

Kampanye kesadaran pajak yang melibatkan influencer dan tokoh masyarakat dapat 

membantu menyebarkan informasi perpajakan secara lebih luas dan 

efektif(Oktiyani, Sugiarti and Vanda, 2018; Meliandari and Utomo, 2022). 

 
KESIMPULAN 
 Secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia 
menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam hal kesadaran dan sentimen positif. 
Namun demikian tantangan utama masih terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan yang 
disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, pelayanan yang kurang 
optimal, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk 
meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki pelayanan, dan membangun kepercayaan 
masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia di masa yang 
akan datang. 
 Meningkatkan persepsi masyarakat mengenai kewajiban pajak di Indonesia merupakan 
tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multi-dimensi. Beberapa tantangan dan 
hambatan utama yang dihadapi dalam upaya memperbaiki persepsi masyarakat terhadap 
kewajiban perpajakan adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman pajak secara meluas dan 
komprehensif,  ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak misalnya berkaitan seperti 
skandal korupsi yang melibatkan aparat perpajakan, pelayanan pajak yang kurang optimal 
karena rumit dan menyulitkan, sanksi dan penegakan hukum yang dipersepsikan lemah, serta 
kurangnya sosialisasi dan edukasi karena belum merata dan kurang efektif.  
 Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam meningkatkan persepsi masyarakat 
terhadap kewajiban perpajakan diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, 
termasuk pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat. Peningkatan edukasi dan sosialisasi, 
perbaikan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk 
meningkatkan persepsi dan kepatuhan pajak di Indonesia. 
 Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menerapkan solusi yang tepat, 
pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih kondusif 
untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia. 
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